
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 

NOMOR 8A  TAHUN 2012 

TENTANG 

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

Menimbang : 	a. bahwa berdasarkan data guru, terdapat kekurangan atau kelebihan 
guru pada satuan pendidikan, pada suatu sekolah serta adanya alih 
fungsi guru sehingga menimbulkan kesenjangan pemerataan guru 
antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan, 
antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi; 

b. bahwa untuk menjamin pemerataan guru antarsatuan pendidikan, 
antarjenjang, dan antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota, dan/atau 
antarprovinsi dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan 
mutu pendidikan formal secara nasional dan pencapaian tujuan 
pendidikan nasional, guru pegawai negeri sipil dapat dipindahtugaskan 
pada satuan pendidikan di kabupaten/kota, dan provinsi lain; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan 
dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil; 

Mengingat 	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa 
Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang NOMOT 16 dan 17 Tabun 1950 
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah 
Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

MEMUTUSKAN 	 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PENATAAN DAN 
PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Datiam Peraturan Walikota tinti yang dtimaksud dengan 
1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia 
dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

2. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus 
sebagai Pegawai Negeri SipiL 

3. Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, 
distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan nil masing-masing satuan 
pendidikan. 

4. Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antarsatuan pendidikan, 
antarjenjang, antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi dalam rangka 
peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi 
pangkal yang bersangkutan. 

5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan 
pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. 

6. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekalongan. 

7. Walikota adalah Walikota Pekalongan. 

8. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 
9. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan. 

10. Badan Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekalongan. 

Pasal 2 

Ruang lingkup guru PNS yang climaksud dalam Peraturan Walikota ini adalah guru kelas, guru 
mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling/konselor pada satuan pendidikan taman 
kanak-kanak/taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa, sekolah 
menengah pertama, clan sekotiah menengah atasisekdah menengah keiuruan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Kota. 

BAB II 

KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN 
PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU 

Pasal 3 

Walikota sesuai dengan kewenangannya membuat perencanaan penataan dan pemerataan 
guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan yang menjadi 
tanggung jawabnya melalui Dinas. 

Pasal 4 	 
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(1) Walikota bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru PNS 
antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Kota yang kelebihan dan kekurangan guru PNS. 

(2) Walikota mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan 
pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di 
wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya. 

(3) Penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis 
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada analisis kebutuhan 
dan persedtiaan guru sesuai dengan kebtijakan standardtisasti tekntis yang dtitetapkan otieh 
Menteri Pendidikan Nasional. 

(4) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam suatu format 
laporan yang dikirimkan kepada Gubernur yang selanjutnya oleh Gubernur akan 
mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS antarsatuan pendidikan, 
antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya 
untuk penataan dan pemerataan antar kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi. 

BAB III 
PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PNS 

Pasal 5 

Walikota memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS 
antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di lingkungan Pemerintah 
Kota melalui Badan Kepegawaian. 

Pasal 6 

Pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan 
pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di 
lingkungan Pemerintah Kota dilaksanakan oleh Walikota melalui Badan Kepegawaian. 

BAB IV 
PEN DANAAN 

Pasal 7 

Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau 
antarjenis pendidikan antar kabupaten/kota, atau antarprovinsi pada satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dibebankan pada APBD Kota sesuai dengan 
mekanisme yang berlaku. 

BAB V 
PELAPORAN PENATAAN DAN PEMERATAAN 

Pasal 8 

(1.) Wakota membuat usutian perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan 
pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya 
kepada Gubernur paling lambat bulan Februari tahun berjalan. 

(2) Walikota 
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(2) Walikota membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan 
pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya 
kepada Gubernur paling lambat bulan April tahun berjalan. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Ketentuan teknis yang diperiukan untuk melaksanakan Peraturan Waltikota ini diatur lebtih lanjut 
dengan Keputusan Walikota setelah ada ketentuan teknis dan i Menteri Pendidikan Nasional, 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, 
Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing. 

PasW 10 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan. 

Ditetapkan di Pekalongan 
pada tanggal 14 Pebmari 2012 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

MOHAMAD BASYIR AHMAD 
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